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GUBERNUR SULAWESI TENGAH 

      PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH 

        NOMOR   35   TAHUN 2022 

   TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 

2020 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN  

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

DAN INSPEKTORAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

Menimbang  :     a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan 

dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan 

birokrasi dalam kedudukan dan susunan organisasi 

Pemerintah Daerah; 

                        b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan 

Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk 

Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada 

instansi Daerah Provinsi hasil penyederhanaan struktur 

organisasi ditetapkan oleh kepala daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 

21 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi 

Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Dan Inspektorat;  

Mengingat :   1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5597) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

 

2. Undang-Undang . . .

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor   6777); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi 

dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi 

Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 

Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

546); 

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah  Nomor 8  

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); 

 
 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 21 

TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN 

ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN 

INSPEKTORAT DAERAH.  

 
 

                     Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 
Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi 
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 736) diubah sebagai 

berikut : 
 
 

 
1. Ketentuan . . . 
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1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka 13,14,15,16,17 
dan 18 sehingga Pasal 1 berbunyi  sebagai berikut: 

 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah. 

2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi

Tengah. 

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

Provinsi. 

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 

dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah 

untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 

menyejahterakan masyarakat. 

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah sebagai unsur staf yang melaksanakan 

tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan 

dan pengkoordinasian administratif terhadap 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan 

administratif. 

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah. 

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Sulawesi Tengah. 

9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi 

Tengah sebagai unsur pelayanan administrasi dan 

pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 

10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya   disebut   Sekretaris   DPRD    adalah 

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah. 

11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah sebagai unsur pengawas 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

12. Biro adalah Unit Perangkat Daerah pada Sekretariat 

Daerah. 

 

13. Jabatan . . . 
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13. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki 

tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan 

pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 

14. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut 

Administrator adalah pegawai ASN yang menduduki 

jabatan administrator pada Instansi Pemerintah. 

15. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki 

tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan 

yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. 

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok 

jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan 

pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian 

dan keterampilan tertentu. 

17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki 

Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah. 

18. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses 

penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem 

penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan 

efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, 

penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. 

 

 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 6 

(1) Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat tipe C. 

(2) Susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Sekretaris DPRD; 

b. Bagian Umum dan Keuangan membawahi: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Kelompok Jabatan Fungsional; 

c. Bagian Persidangan dan Perundangan-undangan; 

d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan 

huruf d masing-masing membawahi Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

(4) Bagan  struktur  organisasi  Sekretariat  DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Gubernur ini. 

 
 

 

3. Diantara . . . 
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3. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 4 (empat) BAB, 

yakni BAB IVA, IVB, IVC dan IV D dan diantara Pasal 8 

dan Pasal 9 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 8A, 

8B, 8C dan 8D sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

                                                                 BAB IVA  
                                       KELOMPOK  JABATAN FUNGSIONAL   

 
                                                             Pasal 8A 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan 
bidang keahlian dan keterampilan.    

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan Pejabat Fungsional sesuai dengan 
ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan 
Administrator masing-masing. 

(3) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola 
kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas 
masing-masing. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Pejabat 
Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

 
                                   Pasal 8B 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8A, terdiri dari berbagai jenis jabatan 
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang 
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan 
kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban 
kerja. 

(3) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Gubernur 

 

  BAB IVB 
                     TATA KERJA 

 
                    Pasal 8B 

(1) Bagian, Sekretariat dan Inspektur Pembantu pada 
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dan Inspektorat Daerah masing-masing dipimpin 
oleh Kepala Bagian, Sekretaris dan Inspektur Pembantu  
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
masing-masing kepada Kepala Biro, Sekretaris DPRD dan 
Inspektur Daerah. 

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris dan Kepala Bagian. 

(3) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah Kepala Bagian, 

Sekretaris dan Inspektur Pembantu dan bertanggung 
jawab kepada masing-masing Kepala Biro, Sekretaris 
DPRD dan Inspektur Daerah melalui Pejabat 

Administratornya. 
 

BAB IVC . . . 
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        BAB IVC 
                          TATALAKSANA KERJA 

 
      

                          Pasal 8C 

(1) Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan Inspektorat Daerah berkewajiban menyusun 

dan mengembangkan Standar Pelayanan, Maklumat 

Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan Inspektorat Daerah berkewajiban mengelola 

dan mengembangkan Sistem Pengaduan Masyarakat yang 

dikoordinasikan, ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada 

Gubernur secara periodik dan berkesinambungan. 

(3) Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan Inspektorat Daerah menerapkan Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah. 

 

  BAB IVD    
   KEPEGAWAIAN 

 

Pasal 8D 

         Formasi  kepegawaian  di  lingkungan  Sekretariat 

Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 

Inspektorat Daerah diatur sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, 
yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

  Pasal 9A 

(1) Bagi jabatan struktural yang belum disetarakan 

dan/atau disederhanakan kedalam jabatan 

fungsional, menyesuaikan dengan Rekomendasi 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi. 

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.  

 

5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 ditambahkan 2 (dua) 
Pasal yakni Pasal 10A dan Pasal 10B, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

 
                                                                Pasal 10A 

Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah 

berdasarkan Peraturan Gubernur ini mulai melaksanakan 

tugas terhitung sejak dilantik menurut Peraturan Gubernur 

ini. 

 
Pasal 10B . . . 
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   Pasal 10B 

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, semua jabatan 

dan pejabat yang memangku jabatan pada Sekretariat 

Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah yang 

dilantik berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 

2020 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi 

Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan Inspektorat Daerah tetap melaksanakan tugas 

dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang 

baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.  

 
 

                                                                 Pasal II 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi 

Tengah. 
 

 
Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 31 Agustus 2022 

 
 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

 
             
         ttd 
 

 

                 RUSDY MASTURA 
Diundangkan di Palu 

pada tanggal 31 Agustus 2022 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
           SULAWESI TENGAH, 

 
                        ttd 
 

             RUDI DEWANTO 
 

      BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 838 
           Salinan sesuai dengan aslinya 
                 KEPALA BIRO HUKUM, 

                               

                                  

   Dr. YOPIE, MIP, SH., MH 

     Pembina Utama Muda 
NIP. 19780525 199703 1 001 

 
 

 

 
 
 

 
 



LAMPIRAN II  

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH 

NOMOR   35    TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH 

 
BAGAN  STRUKTUR  ORGANISASI  SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

 

 
GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

 
 Salinan sesuai dengan aslinya                              ttd 
       KEPALA BIRO HUKUM,              

                         RUSDY MASTURA 

        
 

   Dr. YOPIE, MIP, SH., MH 
     Pembina Utama Muda 
NIP. 19780525 199703 1 001 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 

 

 
BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN 

DAN PENGAWASAN 

 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 

 

 

TIPE C 

 

 


